Duar]ﬁ . s 2024
W ndonesis Vol 5 No. 2
Published by Asosiasi ldebahasa Kepri

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM
KORPORASI DALAM KASUS PEMBAKARAN
HUTAN

Ragil Surya Prakasa
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
ragil.prakasa09@agmail.com

Akbar Adya Barrasaki
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
akbaradyal4@gmail.com

Arif Zakinnaufal
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
arifzn17@gmail.com

Fazlan Abdul Malik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
Fazlanalmalik1001@gmai.com

Haikal Khalik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
haikalkhalik34@gmail.com

Muhammad Syahidul Haq
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
m.syahidulhagOgmail.com

Abstrak

Kebakaran hutan merupakan masalah global yang mempengaruhi ekosistem dan
masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, peran korporasi sebagai aktor utama dalam
aktivitas yang berpotensi menyebabkan atau memperburuk kebakaran hutan menjadi
subjek perdebatan yang penting. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki
pertanggungjawaban hukum korporasi dalam kasus pembakaran hutan, dengan fokus
pada aspek hukum internasional dan nasional yang relevan. Pertanyaan utama yang
dibahas meliputi bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional mengatur tanggung
jawab korporasi terkait kebakaran hutan, kendala-kendala dalam penerapan
pertanggungjawaban hukum, kerangka hukum nasional di Indonesia, upaya-upaya
hukum untuk meningkatkan akuntabilitas korporasi, dan peran lembaga internasional
dalam mengawasi praktek-praktek korporasi. Dengan menganalisis berbagai studi kasus
dan literatur hukum yang relevan, artikel ini menawarkan wawasan tentang bagaimana
sistem hukum dapat diperkuat untuk menghadapi tantangan lingkungan yang semakin
kompleks ini. Selain itu, artikel ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara
pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil dalam memastikan keberlanjutan lingkungan
hidup di masa depan.
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1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pembakaran hutan merupakan salah satu masalah lingkungan yang paling
mendesak di dunia saat ini. Dampaknya meluas dari kerusakan ekosistem lokal hingga
kontribusi signifikan terhadap perubahan iklim global. Di banyak negara, termasuk
Indonesia, pembakaran hutan sering kali terkait dengan aktivitas korporasi, terutama di
sektor agribisnis seperti kelapa sawit dan pulp & paper?.

Praktik pembakaran hutan sering kali dilakukan untuk membuka lahan dengan cepat
dan murah, namun metode ini membawa dampak yang sangat merusak. Tidak hanya
menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga mengakibatkan polusi
udara yang parah, yang berdampak negatif pada kesehatan manusia dan mempengaruhi
perekonomian setempat?.

Pemerintah dan lembaga internasional telah berupaya mengatasi masalah ini
melalui berbagai regulasi dan inisiatif. Di Indonesia, misalnya, telah diterapkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, yang bertujuan untuk menegakkan pertanggungjawaban hukum terhadap
korporasi yang terlibat dalam pembakaran hutan®. Selain itu, lembaga internasional
seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Program Lingkungan PBB (UNEP)
juga berperan dalam mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan penegakan
hukum lingkungan®.

Namun, meskipun telah ada berbagai upaya regulasi, implementasi dan penegakan
hukum sering kali menemui hambatan. Korupsi, kurangnya kapasitas penegakan hukum,
serta tekanan ekonomi dan politik dapat menghambat upaya untuk membawa korporasi
yang bertanggung jawab ke pengadilan®. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada
analisis efektivitas pertanggungjawaban hukum korporasi dalam kasus pembakaran
hutan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penegakan
hukum lingkungan yang lebih efektif.

Rumusan Masalah
Artikel ini akan membahas beberapa pertanyaan sentral terkait pertanggungjawaban
hukum korporasi dalam kasus pembakaran hutan:

1. Penjelasan dari Tindak Pidana Korporasi

2. Apa itu kejahatan Korporasi

3. Bahaya apa yang ditimbulkan dari fenomena pembakaran hutan

! Greenpeace. (2019). Burning Down the House: How Unilever and Other Global Brands Continue to Fuel
Indonesia’s Fires. Retrieved from https://www.greenpeace.org

2 World Health Organization. (2018). Ambient (Outdoor) Air Pollution. Retrieved from https://www.who.int/news-
room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health

3 Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

# United Nations Environment Programme. (2020). Global Environment Outlook — GEO-6: Healthy Planet, Healthy
People. Retrieved from https://www.unep.org/resources/global-environment-outlook-6

> Transparency International. (2020). Corruption Perceptions Index 2019. Retrieved from
https://www.transparency.org/en/cpi/2019
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Tinjauan Hukum korporasi terhadap kasus pembakaran hutan

Pertanggung jawaban hukum korporasi dalam kasus pembakaran hutan?
Hambatan dalam Penerapan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Korporasi
Bagaimana peran lembaga-lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-
Bangsa, dalam mengawasi dan mengatur praktek-praktek korporasi untuk
memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang ada

No ok

2. Metode
Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan mengumpulkan data dari
berbagai sumber literatur, termasuk studi kasus, artikel hukum, dokumen hukum
internasional, dan laporan lembaga internasional terkait. Analisis data dilakukan untuk
mengidentifikasi pola-pola umum dalam tanggung jawab hukum korporasi terhadap
kebakaran hutan dan mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada.

3. Pembahasan
1. Tindak Pidana Korporasi
Tindak pidana korporasi merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan oleh
perusahaan atau organisasi bisnis yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang
berlaku. Kejahatan korporasi ini dapat mencakup berbagai aktivitas ilegal seperti
penipuan, pelanggaran hak-hak buruh, pencucian uang, serta kejahatan lingkungan
seperti pembakaran hutan®.
1. Definisi dan Karakteristik Tindak Pidana Korporasi
Tindak pidana korporasi sering kali memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan
dengan tindak pidana individu. Beberapa karakteristik utama dari tindak pidana korporasi
adalah:
o Pelaku Kolektif: Kejahatan ini dilakukan oleh entitas kolektif, yaitu korporasi, dan
bukan oleh individu tunggal meskipun individu dalam perusahaan mungkin
terlibat’.
« Keuntungan Finansial: Motivasi utama biasanya adalah untuk mendapatkan
keuntungan finansial atau mempertahankan keuntungan bisnisé.
o Kesulitan dalam Penegakan Hukum: Penegakan hukum terhadap korporasi
lebih kompleks dibandingkan dengan individu karena struktur perusahaan yang
rumit dan sumber daya yang besar untuk menghadapi litigasi®.
2. Tindak Pidana Lingkungan oleh Korporasi

Salah satu bentuk tindak pidana korporasi yang sering terjadi adalah kejahatan
lingkungan. Pembakaran hutan oleh korporasi agribisnis merupakan contoh utama di
mana perusahaan membuka lahan untuk perkebunan dengan cara yang ilegal dan

6 Clinard, M. B., & Yeager, P. C. (2006). Corporate Crime. Transaction Publishers.

7 Geis, G. (2007). White-Collar and Corporate Crime. Pearson Prentice Hall.

8 Sutherland, E. H. (1983). White Collar Crime: The Uncut Version. Yale University Press.

9 Wells, J. T. (2014). Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection. John Wiley & Sons.
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merusak lingkungan. Hal ini tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga mengakibatkan
polusi udara yang membahayakan kesehatan manusia'®.
3. Regulasi dan Penegakan Hukum
Untuk mengatasi tindak pidana korporasi, berbagai regulasi telah diterapkan di

tingkat nasional dan internasional. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan
sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan kejahatan lingkungan??.
Di tingkat internasional, konvensi seperti United Nations Convention Against Corruption
(UNCAC) dan inisiatif seperti United Nations Global Compact membantu mendorong
transparansi dan akuntabilitas korporasi'?.
4. Tantangan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi menghadapi banyak tantangan.
Korupsi, kurangnya kapasitas penegakan hukum, dan kompleksitas hukum korporasi
sering kali menghambat proses hukum. Selain itu, perusahaan besar memiliki sumber
daya untuk melakukan litigasi yang panjang dan kompleks, yang dapat melemahkan
upaya penegakan hukum?®:,

2. Kejahatan Korporasi

Kehatahan korporasi merujuk pada praktik atau perilaku dari suatu perusahaan atau
entitas bisnis yang dapat menimbulkan risiko atau bahaya terhadap berbagai pihak,
termasuk karyawan, konsumen, masyarakat umum, dan lingkungan. Istilah ini mencakup
berbagai aspek, seperti pelanggaran lingkungan, ketidakpatuhan terhadap standar
keselamatan dan kesehatan kerja, penyalahgunaan keuangan, hingga pelanggaran hak
asasi manusia.

Salah satu bentuk kehatahan korporasi yang sering ditemui adalah pelanggaran
lingkungan, di mana perusahaan mungkin melakukan pembuangan limbah berbahaya
secara ilegal, merusak ekosistem alam, atau menyebabkan polusi udara dan air yang
dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan menimbulkan dampak jangka panjang
terhadap lingkungan.

Selain itu, kehatahan korporasi juga bisa terkait dengan masalah etika dan transparansi
dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Misalnya, praktik akuntansi yang tidak jujur
atau manipulasi laporan keuangan yang mengelabui investor atau kreditur dapat
membahayakan keberlanjutan jangka panjang perusahaan dan stabilitas pasar.

10 Greenpeace. (2019). Burning Down the House: How Unilever and Other Global Brands Continue to Fuel
Indonesia’s Fires

1 Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12 United Nations. (2004). United Nations Convention Against Corruption. Retrieved from
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/

13 Transparency International. (2020). Corruption Perceptions Index 2019. Retrieved from
https://www.transparency.org/en/cpi/2019
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Dampak dari kehatahan korporasi bisa sangat merugikan, tidak hanya bagi individu yang
terlibat langsung, tetapi juga bagi citra perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu,
penegakan hukum yang ketat dan tegas terhadap kehatahan korporasi penting untuk
memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan mematuhi standar hukum yang
berlaku, menjaga integritasnya, serta bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan
dalam setiap aspek kegiatan bisnisnya

3. Bahaya yang ditimbulkan dari fenomena kebakaran hutan

Fenomena pembakaran hutan menimbulkan berbagai bahaya serius baik bagi lingkungan
maupun masyarakat secara luas. Kerusakan ekosistem hutan akibat kebakaran dapat
mengancam keanekaragaman hayati dan menyebabkan degradasi tanah yang
berdampak jangka panjang terhadap ekosistem. Asap dari kebakaran hutan mengandung
partikel-partikel berbahaya seperti PM2.5 dan PM10 yang dapat menyebabkan gangguan
kesehatan serius pada manusia, terutama penyakit pernapasan. Selain itu, kebakaran
hutan juga dapat mengurangi pasokan air di daerah hilir karena hutan berfungsi sebagai
penyangga alami siklus air. Dampak ekonomi juga signifikan, dengan hilangnya sumber
penghidupan bagi masyarakat lokal yang bergantung pada hutan, serta berkurangnya
pendapatan dari sektor pariwisata dan kegiatan ekonomi berbasis hutan. Secara global,
pembakaran hutan juga berkontribusi pada pemanasan global melalui pelepasan karbon
dioksida ke atmosfer, memperburuk masalah perubahan iklim yang semakin ekstrem.
Oleh karena itu, perlunya upaya bersama dari berbagai pihak untuk mencegah,
menanggulangi, dan mengurangi dampak negatif pembakaran hutan melalui pengelolaan
hutan yang berkelanjutan, pendidikan masyarakat tentang pelestarian lingkungan, serta
penegakan hukum yang ketat terhadap praktik-praktik ilegal yang menyebabkan
kebakaran hutan.

4. Tinjauan hokum korporasi korporasi dalam kasus pembakaran hutan

Tinjauan penelitian kami terhadap korporasi terkait pembakaran di Kalimantan
mencakup sejumlah aspek yang penting dalam konteks tanggung jawab sosial, hukum,
dan lingkungan. Wilayah Kalimantan, khususnya bagian Indonesia, telah menjadi sorotan
internasional karena sering terjadi kebakaran hutan yang besar, yang sering Kali
disebabkan oleh praktik deforestasi ilegal, pembukaan lahan pertanian, dan kelalaian
dalam pengelolaan kebakaran.

Secara hukum, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam deforestasi ilegal atau
penggunaan api terbuka yang tidak terkendali dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan
undang-undang lingkungan yang ketat di Indonesia. Hal ini mencakup larangan
penggunaan api terbuka dalam praktek pengelolaan lahan, serta kewajiban untuk
melindungi kawasan konservasi dan hutan lindung.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga menjadi fokus dalam konteks ini.

Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan diharapkan untuk mengadopsi
praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Ini
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termasuk memastikan keberlanjutan dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam,
serta berkontribusi positif dalam upaya pelestarian lingkungan dan rehabilitasi ekosistem
yang rusak akibat kebakaran hutan.

Dalam tinjauan korporatif terhadap kasus pembakaran di Kalimantan, penting untuk
mempertimbangkan dampak ekologis yang luas dari kebakaran hutan, termasuk
hilangnya habitat bagi flora dan fauna, degradasi tanah, serta penurunan kualitas udara
akibat asap yang dihasilkan. Pemantauan yang ketat terhadap kegiatan perusahaan,
penerapan teknologi dan praktik terbaik dalam pengelolaan hutan, serta kerjasama
antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta adalah kunci dalam mencegah
dan mengurangi kebakaran hutan di Kalimantan.

Upaya ini tidak hanya penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan
kehidupan masyarakat lokal, tetapi juga untuk memenuhi komitmen global Indonesia
dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga keanekaragaman hayati serta
ekosistem yang unik di Kalimantan.

5. Pertanggung Jawaban hukum korporasi dalam kasus pembakaran hutan

Pertanggungjawaban hukum korporasi dalam kasus pembakaran hutan mengacu
pada tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh perusahaan atau entitas bisnis atas
kontribusinya terhadap kebakaran hutan. Kasus pembakaran hutan sering kali terkait
dengan aktivitas perusahaan yang terlibat dalam deforestasi ilegal, penggunaan api untuk
membersihkan lahan secara tidak terkendali, atau aktivitas lain yang meningkatkan risiko
terjadinya kebakaran.

Tanggung jawab hukum ini mencakup beberapa aspek penting:

1. Pelanggaran Hukum Lingkungan: Perusahaan dapat dikenai
pertanggungjawaban hukum jika terbukti bahwa mereka melanggar undang-
undang lingkungan, seperti ketentuan tentang pengelolaan hutan, larangan
penggunaan api terbuka, atau kewajiban untuk melindungi kawasan konservasi.

2. Tanggung Jawab Sipil: Korporasi bisa diminta untuk mengganti kerugian yang
disebabkan oleh kebakaran hutan, seperti kerugian ekonomi bagi masyarakat
lokal, kerusakan ekosistem, atau biaya pemulihan lingkungan.

3. Tindak Pidana Lingkungan: Jika terbukti bahwa kebakaran hutan disengaja atau
disebabkan oleh kelalaian serius dari pihak korporasi, mereka bisa dihadapkan
pada tindak pidana lingkungan yang dapat berujung pada denda besar atau
bahkan penuntutan pidana terhadap individu-individu di dalam perusahaan yang
bertanggung jawab atas keputusan atau pelaksanaan kebijakan yang
menyebabkan kebakaran hutan.

740 |Page



Puar]f . s 2024
W ndonesis Vol 5 No. 2
Published by Asosiasi ldebahasa Kepri

4. Standar Internasional: Bagi perusahaan yang beroperasi lintas batas, mereka
juga dapat bertanggung jawab sesuai dengan standar internasional yang
mengatur perlindungan lingkungan, seperti prinsip-prinsip yang tercantum dalam
perjanjian internasional atau norma-norma yang dikeluarkan oleh organisasi
internasional.

5. Upaya Pencegahan dan Tanggung Jawab Sosial: Selain aspek hukum,
korporasi juga diharapkan untuk mematuhi prinsip tanggung jawab sosial
perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dengan menerapkan praktik-
praktik bisnis yang berkelanjutan dan tidak merugikan lingkungan, serta
berkontribusi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan melalui praktik
pengelolaan yang bertanggung jawab dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait
lainnya.

Pentingnya pertanggungjawaban hukum korporasi dalam kasus pembakaran hutan
adalah untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis tidak hanya memberikan manfaat
ekonomi, tetapi juga tidak merugikan lingkungan dan masyarakat lokal secara tidak adil.
Ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta
untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi tidak merusak
keberlanjutan lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat.

6. Hambatan dalam Penerapan Pertanggungjawaban Hukum terhadap
Korporasi
Meskipun regulasi dan undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban hukum
korporasi sudah ada, penerapannya sering kali menghadapi berbagai hambatan.
Hambatan-hambatan ini bisa bersifat sistemik, hukum, politik, dan sosial-ekonomi.
1. Korupsi dan Kolusi
Korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar dalam penerapan
pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi. Korupsi di kalangan pejabat pemerintah
dan penegak hukum dapat menghalangi proses investigasi dan penuntutan terhadap
perusahaan yang melakukan pelanggaran'#. Selain itu, kolusi antara korporasi dan
pejabat pemerintah sering kali mengarah pada pelonggaran atau bahkan pengabaian
hukum lingkungan?®®.
2. Kompleksitas Hukum Korporasi
Struktur hukum korporasi yang kompleks dan multinasional sering kali mempersulit
proses hukum. Perusahaan besar biasanya memiliki departemen hukum yang kuat dan
mampu menghadapi litigasi panjang dengan sumber daya yang besar!. Selain itu,
perbedaan hukum antar negara juga dapat menyulitkan penegakan hukum di tingkat
internasional®’.

14 Transparency International. (2020). Corruption Perceptions Index 2019. Retrieved from
https://www.transparency.org/en/cpi/2019

15 Smith, J. L. (2019). "Collusion and Corruption in Environmental Regulation." Environmental Law Review, 21(3),
214-235.

16 Wells, J. T. (2014). Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection. John Wiley & Sons.

7 Muchlinski, P. (2007). Multinational Enterprises and the Law. Oxford University Press.
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3. Kurangnya Kapasitas Penegakan Hukum

Banyak negara, terutama negara berkembang, memiliki kapasitas penegakan
hukum yang terbatas. Keterbatasan ini mencakup kurangnya sumber daya manusia,
teknologi, dan dana untuk melakukan investigasi yang menyeluruh dan penuntutan yang
efektif terhadap korporasi yang melanggar hukum?8. Kurangnya pelatihan dan keahlian
di antara penegak hukum juga berkontribusi pada lemahnya penegakan hukum.

4. Tekanan Ekonomi dan Politik

Tekanan ekonomi dan politik juga memainkan peran penting dalam menghambat
penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi. Pemerintah sering Kali
berada dalam posisi sulit antara mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan
menegakkan hukum lingkungan yang ketat!®. Ketergantungan ekonomi pada industri
tertentu, seperti agribisnis atau pertambangan, dapat membuat pemerintah enggan untuk
mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran oleh perusahaan di sektor-sektor
tersebut?°,

5. Kesadaran dan Kepatuhan Perusahaan yang Rendah
Banyak perusahaan yang masih memiliki kesadaran dan kepatuhan yang rendah
terhadap peraturan lingkungan. Faktor ini sering kali diperparah oleh kurangnya insentif
atau sanksi yang cukup berat untuk mendorong kepatuhan?'. Program Corporate Social
Responsibility (CSR) yang dijalankan oleh beberapa perusahaan sering kali hanya
bersifat simbolis dan tidak cukup untuk mengatasi masalah lingkungan yang serius.

7. peran lembaga-lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-
Bangsa, dalam mengawasi dan mengatur praktek-praktek korporasi untuk
memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang ada

Lembaga-lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),

memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur praktik-praktik korporasi untuk
memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang ada. Beberapa cara utama di
mana lembaga-lembaga ini berkontribusi adalah melalui pembuatan kebijakan,
pemantauan dan pelaporan, serta pemberian dukungan teknis dan finansial.

1. Pembuatan Kebijakan

PBB, melalui berbagai badan dan inisiatifnya seperti Program Lingkungan PBB
(UNEP), menetapkan kerangka kerja kebijakan dan pedoman yang bertujuan untuk
meningkatkan standar lingkungan global. Misalnya, PBB telah mengembangkan
Sustainable Development Goals (SDGs), yang mencakup tujuan-tujuan spesifik terkait
lingkungan seperti perubahan iklim, kehidupan di bawah air, dan kehidupan di darat.

2. Pemantauan dan Pelaporan

18 Gallagher, K. P. (2016). The Clash of Globalizations: Essays on the Political Economy of Trade and Development
Policy. Anthem Press.

19 Stiglitz, J. E. (2007). Making Globalization Work. W. W. Norton & Company

20 Bebbington, A. (2013). "Extractive Industries and Stunted States: Conflict, Responsibility and Institutional Change
in the Andes." In Anthony Bebbington (Ed.), Social Conflict, Economic Development and the Extractive Industry:
Evidence from South America (pp. 3-26). Routledge

21 KPMG. (2020). The Time Has Come: The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020. Retrieved from
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/11/the-time-has-come-survey-of-sustainability-reporting.htmi
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PBB dan lembaga terkait seperti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memantau kepatuhan korporasi terhadap
standar lingkungan melalui berbagai mekanisme pelaporan dan evaluasi. Laporan
tahunan dan tinjauan berkala membantu menilai sejauh mana perusahaan mematuhi
peraturan lingkungan dan menyoroti area-area yang memerlukan peningkatan.

3. Dukungan Teknis dan Finansial

Selain itu, PBB menyediakan dukungan teknis dan finansial untuk membantu
negara-negara anggota dan korporasi dalam mengimplementasikan kebijakan
lingkungan. Misalnya, Global Environment Facility (GEF), sebuah kemitraan internasional
yang melibatkan UNEP, memberikan dana untuk proyek-proyek yang bertujuan
melindungi lingkungan global dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

4. Promosi Transparansi dan Akuntabilitas

PBB juga mempromosikan transparansi dan akuntabilitas melalui inisiatif seperti
Global Reporting Initiative (GRI) dan United Nations Global Compact. Inisiatif-inisiatif ini
mendorong perusahaan untuk melaporkan kinerja lingkungan mereka dan mengikuti
prinsip-prinsip keberlanjutan yang diakui secara internasional.

5. Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional juga merupakan aspek penting dari peran PBB dalam
pengawasan lingkungan. Konferensi internasional seperti Konferensi Perubahan Iklim
PBB (COP) menyediakan platform bagi negara-negara dan perusahaan untuk
berkomitmen pada tindakan iklim dan berbagi praktik terbaik dalam pelestarian
lingkungan.

Dengan cara-cara tersebut, lembaga-lembaga internasional berperan signifikan dalam
memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar lingkungan yang ketat, berkontribusi
pada pelestarian lingkungan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan terhadap peran Kkorporasi dalam kasus pembakaran hutan
menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus diemban oleh
perusahaan-perusahaan dalam operasinya. Pembakaran hutan, baik disengaja maupun
tidak, memiliki dampak serius terhadap lingkungan, masyarakat lokal, dan juga ekonomi
secara luas.

Perusahaan-perusahaan memiliki peran krusial dalam mencegah kebakaran hutan
dengan menerapkan praktik pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap lahan-lahan
yang mereka kelola. Ini termasuk penggunaan teknologi modern untuk mengawasi dan
mengontrol aktivitas di lapangan serta menghindari penggunaan api terbuka yang dapat
memicu kebakaran tidak terkendali.

Secara hukum, perusahaan-perusahaan juga memiliki kewajiban untuk mematuhi
undang-undang lingkungan yang berlaku dan melindungi kawasan konservasi serta
ekosistem hutan yang rentan. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat mengakibatkan
sanksi hukum yang serius, termasuk denda dan tindakan hukum lainnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga berperan penting dalam
menanggapi dan mengatasi dampak dari kebakaran hutan. Perusahaan-perusahaan
diharapkan untuk aktif terlibat dalam upaya pemulihan lingkungan dan memberikan
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dukungan kepada masyarakat lokal yang terdampak, baik melalui rehabilitasi ekosistem
yang terkena dampak maupun melalui program sosial ekonomi yang berkelanjutan.

Kesimpulan ini menegaskan bahwa perlunya kolaborasi antara pemerintah,
masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mencapai pengelolaan hutan yang
berkelanjutan dan meminimalkan risiko kebakaran hutan di masa depan. Hanya dengan
komitmen bersama untuk melindungi sumber daya alam dan masyarakat lokal, kita dapat
menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.
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